BUPATI KUNINGAN
PROVINS| JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NCMOR #2 TAHUN 202i

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FRTF)
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangke meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

b, bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP),
maka agar pengelolaan dan pemanfaatannva efektif, efisien dan
tepat sasaran maks perlu diatur penyelenggarannya;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dfiﬂ .humt_" b, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama {FKTP) Di Kabupaten Kuningan perlu diatur
dalam Peraturan Bupat.

Mengingat + L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
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bah dengan Undang- Undang

8 PFeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
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Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan;

10.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasijonal
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Millk Pemerintah
Daerah;

Il.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Standar Tanf Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Daijam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

lZ.Peraturan Mentern Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

13.Peraturan Menteri Kesehatan MNomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;:

M.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

16.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NAS[ONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP] Di
KABUPATEN KUNINGAN.

BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

WM

N

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
Bupati adalah Bupat! Kuningan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.



6. Pusat Kesehatan Masvarakat dan atau unit Sarana Kesehatan Dasar/ Rawat
Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi rawat inap maupun tidak, yang
selanjutnya disebut Puskesmas.

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang dibertkan kepada setiap orang yang telah membay:ar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

8 Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menvelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah
fasilitas kesehatan vang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/fatau pelavanan kesehatan lainnya.

10.Badan Penyelenggara Jamnan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan adalah badan hukum vang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Il.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan vang dibayar dimuka
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.

12Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar

penyusunan APBD.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuitmya disebut DPA-SKPD
adalah dokumen vang memuat pendapatan dan belanja yang dipunakan
sebagal dasar pelaksanaan anggaran cleh pengguna anggaran.

14.Pengelola adalats Perugas yvang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana
Kapitasi yang meliput: kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan, dukungan biaya
Operasional Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Pengadaan Cbat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai.

15.Bendahara Dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
[FKTP) adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan dana kapitasi

16, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disebut PPKD adaiah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
AFBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

17.Pe jabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang selanjutnya disebut PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnva disebut BUD adaiah Pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendghara Umum Daerah.




BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
a Sebagai pedoman bagi Pengelola JKN dalam pengelolaan dan pemanfiaatan

dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan
b. Untuk menjamin tertib dan lancarnva pembiayaan pelayanan kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),

BAB Il
UMUM

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 3
(1)Dana kapitasi yang dibayarkan kepada Fasilitas kKesehatan Tingkat Pertama
[FKTP) milik Pemerintah Daerah berasal dar BPJS Kesehatan .

{2} Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) sesuai data dari BPJS Kesehatan.

(3} Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung
oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama [FKTPF).

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 4
(LJKepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] menyampaikan rencana
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala

Dinas.

(2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Fagilitas
Kesehatan Tmgkat Pertama (FKTP} dan besaran kapitasi JKN, sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(3] Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dimaksud
pada ayat(l), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
{REA-SKPD) Dinas, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN
dan rencana belanja dana kapitasi JKN,

{4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(o) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok
Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama {(FKTP), rincian
obyek Dana Kapitasi JKN parda masing-masing Fasilitas Kesehatan Tgkat
Pertama (FKTP) sesuai kode rekening berkenaan.




(6) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanija
Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja
sesual kode rekening berkenaan.

(7) RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Peiaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5
(1) Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)
pendapatan dan belanja Dinas sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan Peraturan
Bupan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

anggaran berkenaan.

{2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada
avat {1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
(1) Kepala Dinas melalui PPKD mengusulkan Bendahara Dana Kapitasi JKN
pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP| setiap

taliun anggaran untuk ditetapkan oleh Bupati

[2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana
Kapitasi JKN.

{3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertamma (FKTP] sebagaimana dimaksud pada ayat ([2) ditetapkan oleh
Bupat.

(4} Rekening Dana, Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTF) sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakan bagian dari
Rekening BUD.

(@] Rekening dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
disampaikan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada

HP JS Kesehatan.

Pasal 7
(llPembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan

diakui sebagai pendapatan.

(2] Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung
untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama [FKTP),

(3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada
tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun
angeparan berikuinya



Pasal 8
{1) Bendahara Dana Kapitas: JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) mencatat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan
belanja dana kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP).

(4) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan
belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada
buku kas dan menvampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan melampirkan bukti-bukti
pendapatan dan belanja vang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan
berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP). Format buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

b. Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada butir a. Bendahara
Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja
Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama (FKTP). Format laporan realisasi
pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP}
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(3) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyampaikan laporan
realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab
Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) palng lambat pada
tanggal 10 bulan berikutnya. Format surat pernyataan tanggung jawab
Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

[4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat [3), Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD. Format
SP3B FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati

Il

(5) SP3B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada
tahun anggaran berkenaan.

[6) Berdasarkan SP3B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat [4), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Format SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupat ini.

(MYPPK-SKPD Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan beélanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
berdasarkan SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP) dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.




Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal9
(l}Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] bertanggung jawab
secara formal dan matenal atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN,

{2) Berdasarkan SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Kepala Dinas menyusun laporan realisasi
pendapatan dan belanja vang bersumber dari dana kapitasi JKN.

{3] Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan
menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BABIV
PEMANFAATAN DANA

Pasal 10
{llDana Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) dari BPJS dimanfiaatkan seluruhnya untuk:
1. pembayaran jasa pelayanan kesehatan: dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2} Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) ditetapkan 65% (enam puluh lima persen) dari penerimaan

Dana Kapitasi,

(3} Alokasi untuk pembayaran dukungan biayva operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebesar 35% (tiga puluh lima persen] diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan

dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian

& Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 85% (delapan

puluh lima persen); dan
b. Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen Dinas Kesehatan 15% (lima belas
persen).

(4] Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas
dengan mempertimbangkan:

a kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target
kmerja di bidang upaya kesehatan percrangan; dan

€. Dbesar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.




BAB V
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

()Alokasi Dana Kapitasi umtuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dimanfaatkan untuk

pembayaran jasa pelayana
non kesehatan yang melaku

n kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga
kan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP).

{2) Pembagian jasa pelayanan ke
non kesehatan sebagaimana

sehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga
dimaksud pada ayat [1) ditetapkan dengan

mempertimbangkan variabel:
a jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.

(3] Variabel jenis ketenagaan danfatau jabatan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:

a.
b.

.
d.
e

f,

tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);

tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100
(seratus),

tenaga kesehatan setara $1/D4, dibert nilai 80 {delapan puluh);

tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 [enam puluh);

tenaga non kesehatan minimal setara D3, atau asisten tenaga
kesehatan, diberi niai 50 (lima puluh); dan

teniaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yang merangkap tugas
administratif, diteri tambahan mlai sebagai berikut :

.

h.

C.

tambahan milai 100 [seratus), untuk fehaga Yang merangkap tugas
sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] ;

tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

tambahan milai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sehagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan
keuangan.

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yang merangkap tugas sebagai
penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10
(sepuluh} untuk setiap program atau Yang setara.

(6) Setiap tenaga sebagammana dimaksud pada ayat (3] yang memiliki masa

keria.

a.

b.

5(lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai
5 (lima);

1} [sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan
nilai 10 (sepuluh);

16 (enam belag) tahun sampai dengan 20 (dua puluh} tahun, diberi
tambahan nilai 15 (lima belas);

21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2% (dua puluh lima) tahun,
diberi tambahan nilai 20 (dua puluhj; dan

lebih dari 25 [dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 {dua
puluh limal.



(7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b diniai
sebagai berikut:
a hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 {satu) poin per harg
b, terlambat hadir alau pulang sebelim waktunya yang diakumulasi sampai
dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi | (satu) poin; atau

c. Ketidakhadiran dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang
diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam pada poin b, dapat mengurang:
poin pada penilaian angka kredit dan juga kmerja pegawai tersebut.

(8) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat
vang berwenang paling banyak 3 (tiga) bhari kera tetap diberi nilal
sebagaimana dimaksud pada ayat {7} hunid a.

(0) Jumlah jasa pelayanan (jaspel] yang diterima oleh masing-masing tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan
formula (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah) sebagal berikut:

Tojpssg Hvah
Perseriase .:d_ra _ T::‘r: “:ﬂl Frogram vang -
I - X ragass 4 A C§ p—

= X Jumlah Dma
= lxa Pelaygnan
Total Jumiah Seluruh Point w

Kelerangan
Pexsess e Xehadiren ¢ Jermleh keharan dibagi jumieh harikerjs dulant 1 bulen

BaB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12
(l}Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
dimanfaatkan untuk :
a biaya obat, alar keseharan, dan bahan medis habis pakai; dan

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2} Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] atau Dinas Kesehatan, dengan
mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis
habie pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(3} Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, mehputi
4 belanja barang operasional, terdiri atas:
1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayanan kesehatan luar gedung,
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;



bahan cetak atau alat tuhs kantor;

administrasi, koordinasi program, dan sistem intormast,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau

pemeliharaan sarana dan prasaranha; dan/atau

Untuk pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung tidak

direalisasikan oleh operasional Dana Kapitasi JKN dikarenakan sudah

terakomedir oleh sumber anggaran lam.

b, belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

e b

(4} Ketentuan mengenai pemaniaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat
kesehatan. bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(5} Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijlaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 13
(1} Pendapatan Dana Kapitasi yang tdak digunakan seluruhnya pada tahun
anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun
anggaran bertkutnya.

{2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan btaya operasional
pelayanan kesehatan.

{3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berasal
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat
digunakan untuk jasa pelayanan Kesehatan.

Pasal 14
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus
dimasukkan dalam rencana pendapatarn dan belanja Dana Kapitast JKN yang
dianggarkan dalam Rencana Keérja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat tekms
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.




Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupaty 1 mulan berlaku, Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 064 Tahun 2(H8 1entang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasf
Jamman Kesehatan Naswnal pada Fasilitas Kesehatlan Tingkat Pertama (FKTP)
Di Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 17
Peraturan Bupan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahunna, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupat i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal [4 - 2-2@24

Dwndangkan di Kuningan ~5
pada tanggal 74 -2-~20%4 ~

KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR ..




Lampiran | : Peraturan Bupati Kuningan
Nomor L O Talrgm 202}
Tentang ' Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Dh Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
RKA-SKPD DINAS KESKHATAN

KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA KERJA ANGOARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT

DAERAH [RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN .........

Urusan Pemernntehan 1OXXX rrr— ——— .

Organisasi T ¥ 5. 5+ Freareen ke

Pengguna Anggaran

a2 MNama e R A e g | e e
£ Jahbatan e e o T L e e T TICTY . L

Nama
Formulir

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja

_J__F'E:‘_angkat Daerah

™



A, FORMULIR RKA-SKPD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formuilir
Provinsif{abupaten/Kota L lg?
Tahun Anggaran
_ Llr_usan Pemenntahan = x xx _ : ) - - :
 Organisasi X XX ;; I
Rincian Anggaran Pendspatan Satuan Kerta Perangkat Daerah
' - - I Rincian Penghitungan -
Kode Sl
. Ura'a : | & Jumilah
Rekening . volume | satuan #1:;; {Rp)
1t 2 |3 T 4 | 5 6=(3x5 )
11 || Pendapatan P
| Xx! xx ] I_ | PAD
o xd __ | Lain-Lain PAD yang Sah

= x| xx | x| | Dana Kapitasi JKN pada FKTE

Et “:.E,.E. x| Dana Kapitast JKN FKTP ...
o xx | x| xx XX |

- TEm— v

X II-:‘_x x| xXx
u_—l—.
i el Ml Bl e

xx “j’“ oo | ax

XX xx|n|n|:l:x

x| xx| xx x| e | |

XX W AX n:in_i | |

Jumilah

R - 1+ fo -

Kepala SKPD Dinas Kesehatan

{tanda tangan)

{nama lengkap]

- MNIP
Keterangan — =
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil
Fembahasan — =
1 -
2. .
(st > |
—————————
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No ~ Nama | NIP | Jabatan | Tanda tangan

| I |
t |

AL




Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 1:

Formulir RKA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna (FKTP} pada SKPD Dinas Kesehatan dalam
tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekening dan
uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan vang
dicantumkan dalam f[ormulir RKA-SKPD 1 disesuaikan derjgan pendapatan u}fang

bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimanana ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan.

Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana
pFndapatan yang  dianggarkan, pengisian rincian  penghitungan  tidak
diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota,

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3 Urusan Pemerintahan diisi dengan nomeor kode urusan pemerintahan dan

nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.

!{Dlﬂm 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompolk,

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD,

5 I-{_-::-lqm 2 {uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obvek dan
rincian obyek Pendapatan, :

7. Kolom 3 (volume] diisi dengan jumlah target dari rincian cbyek pendapatan
yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta

vang terdaftar.

8 Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan nitung dari target rincian obyek
yang direncanakan,

9. Kolom 5 (tarif /harga} diisi dengan besaran satuan dana kapitas: JKN.

0. Kolom & {jum]ah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari
setiap rincian obyek vang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3
dengan kolom 5.

1. gnrmulir RKA-SKPD | merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-
KPD.

12. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-SKPD
1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD Dinas Kesehatan,

15. Formulir RKA-SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan
dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai,

14 Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 aleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
gicantumkan dalam bars catatan hasil pembahasan,

5. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD | yang telah
dibahas vang dilengkapi dengan nama, NiP dan jabatan.

16. Formulir RKA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

17 Apabila formulir RKA-SKFD | lebih dari satu halaman, maka pada halaman-
halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan SKPD
Serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan

Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi
nomor urut halaman.

O A



B. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.]

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formuiir

ProvinsifKabupatenfKota | . |
Tahun Anggaran . ..

RKA-SKPD 22 1

~ Urusan Pamenntahan X XX

QOrganisas X NX %X
Frogrem X XX XK KX
| Kegmtar X K% R¥ XX ®H
Lokes: kegiatan . A
Jurrtah Tahun n-1 Rp o | — )
}M@Q_Tapun n Rp ot - S ) !
Jumlah Tahun n RO ol )
Indikator dan Tolok Ukur Kinena Belana Langsung
Indikatar Tolok Ukur Kinerg | Target Kineri
Capman Program
Masukan |
Keluaran !
Hasil | |

I‘ Kelompok Sasaran Keglatan® _ ... _

Rincian Anggam@an Belania Langsung
menurut Program dan Per Kegatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincizn Penghitungan

Kode Jumitah
Lraran
Rekening voluma Sauan |Harga satuan (Rp}
3 4 5 6=(3 x5}
- Jumiah
..., tAanggal.........
Kepala SKPD Dinas Kesehatan

(tanda tangan)

{nama lengkap]
NIF.

Tim Ang garan Pemenntah Daerah
.

NIP

Jabatan Tandatangan




Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 2.2.1:

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari

setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian, apabila dalam 1 (satu)

program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan

dalam formulir RKASKPD 2.2.1 masing-masing.

Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi

kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan

ukuran vang tidak terukur.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2 Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran vang direncanakan.

3 Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan

nama urusan pemermtahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diis1 dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.

3 Bars kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan.

6  Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan
vang akan dhlaksanakan,

7. Baris kolom lokasi kepiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
Kegiatan vang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/fkelurahan, kecamatan.

8  Bans kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan
berkenaan untuk ! (satu} tahun sebelumnya.

8  Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegjatan
berkenaan pada tahun vang direncanakan.

10, Baris keolom Jumlah Tahun n+l diisi dengan jumlah perkiraan belanja
kegiatan berkenaan untuk rahun berikutnya,

11, Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan.

12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik
kelompok sasarar:.

13 Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis,
obyek, rncian obyek belanja Langsung.

14  Kolom 2 [uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja Langsung.

15 Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/pegawal dan harang.

16 Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang
direncananakan Seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat,
ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya,

17, Kolom 5 (harga satuan] diisi dengan harga satuan dapat berupa tanf, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs.

18  Kolom 6 {jurnlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan
harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi
jumlah rincian obyek helanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-
masing obyek belanja selanjuinya dijumlahkan menjadi ohyek belanja
berkenaan, Setiap obyek belanja pada masing- masing jenis belanja kemudian
dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis
beilanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang ditnangkan
dalam formulir RKA-SKPD 2.2,

19. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis
belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7.

-
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Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2 lebih dari satu halaman, maka pada
halaman- halaman berikutnva cukup diisi mulai dari rincian belanja
Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap
halaman dibert nomor urut halaman,

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.1.

Formulir RKA-SKPD 2.2 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 2.2.1 oleh
TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan,

Seluruh anggota TAPD menandatangani farmulir RKA-SKPD 2.2.1 vang telah
dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bularn
dan tahun pembuatan, kolom itanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD,
serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutmya setiap lembar RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh
setiap anggota TAPD.

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formaulir
RKA-SKPD dan RKA-SKFD 2.2.
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Lampiran [l : Peraturan Bupati Kuningan
Nomor . 1o Tiaken 202
Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Dn Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
DPA-SKPD DHNAS KESEHATAN

KABUPATEN KUNINGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ..........

Urusan D EXX.......
Pemerintahan

Pengguna Anggaran
d. Nama

b NIP

G Jabatan

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

---------------------------------------------------------------------------

Nama
Formulir

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah




A FORMULIR DPA-SKI'D 1

AL R
l DOKUMEN PELAK SANAAN ANGOARAN L”DMDE DEA<SKED | g pmutic
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - DPA-SKPD 1
XXX :{x‘ {JD‘ QG 41
e _— I

Provinsi/kabupaten/Kota
.. TADUR Anggatan ...

Urusan Pemerintahan " XXX .

Organisasi DONCKENK cvrennenniaiernrinies

Rincian Dokumen Pdaks: inean Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Peranghat Dacerah

Kode Rekening Uraian sncian Ftnghltungﬂj____ Jumlah
Valume Satuan ;‘mﬁ
Harga
1 2 3 & 2 6=} x 5 |
| xx | | Pendapatan {
AX XX PAD
XX XX| xx Lain-Lain PAD yang Ssh
ot xx] kv xx|] || Dana Kﬂ!ltaﬂiJHﬂ nada Fk TP
xoxd xsd o] % xx| Dana Kapitasi JKN FKTP ... l
%l ] ] xod x| 5 5
% XA KX XR| xx|
ol X%| XX RRIR®] _

— _ -
- |

........ , Enggal...........
Mengesahkan, |

Pejabat Pengelola Keuanpan Daerah

(tanda tangan)

{nama lengkap
NIP,

———— ——




Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKFPD I:

1

"

N B

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode
organisasi SKPD, nomor kode preogram diisi dengan kode 00 dan nomor kode
kegiatan dusi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi
dengan kode 1

Provinsi/kabupaten/kota dnsi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Tahun anggaran diisi dengan tabhun anggaran vang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diist dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah
dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesual dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD,

Orgamisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.

Kolom 1 kode rekening disi dengan kode rekening kelompok, jenis,
obuek, rincian obyek pendapatan SkPD.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obvek dan rincian
obyek pendapatan.

Kolom 3 [volumne] diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan
yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta
yvang terdaftar.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek
yang direncanakan.

Kolom 5 {tarif /harga) diisi dengan hesaran satuan dana kapitasi JKN.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dar
setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3
dengan kolom 5.

Formulir DPA-SKPD | merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-
SKPD.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-SKPD
1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kega pengelola
keuangan daerah.

Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran  yang
direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN diterima setiap
bulan dan digunakan langsung oieh FKTP.

Formulir DPA-SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Formulir DPA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA-SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi
nomor urut halaman,




B

FORMULIR 1A-SKPD 2.2.1

M _
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA-SKPD Egihgl;l{lﬁlg
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH -
xux | x| x| x| 5] 2 Z2 21

Provinal/abupalen/Kota
Tahun Anggaran

LUngan Pemenriahan X KX
Organisast KK XX
Prngram XEX X X
Hegialan NXX X¢ XX XX
Waktu pelaksanaan —
Lokas: kegiatan _ . . e -
Sumber dana

Capaian Program

Kelom pok Sasaran Kegiatan

Indkator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
o —— —
Indikator L Tolok Ukur Kinena Target Kinerg

Masukan

Keluaran

Hasil

_Hasi —

. .

—_—o o —_— —

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggéran Belanja Langsung
Program dan Per Kagiatan Satuan KerjaFerangka Daerah

| Rincian Penghitungan

Kode - | | — Jumlah
Rekening _ Volume Satuan satug - {Rp)
! I I T 3 4 | 5 | 6-3x5
:r:l_n:: o ll,!ﬂ !
Ex Xk Ni XX | EX |
KK Xx | ¥X XX | XX
K IE ﬂlﬂ X
dimiah |
Rencana Penarikan Dana paer Triwulan -
.. langgal
Trawulan | Rp .. .. Mengesahkan
Triwuian | Ap . Pajabat Pengelola Keuangan Daerah
Trowvulan NI Rp -
Trwulan i Ffp .. .. itanda tangan)
I Jumiah BEo .
{nama _lsnokap)

| - NIP -

Taa Cara Pengisian Formulr DPA-SKPD 2.2.1;

1  Nomor DPA-SKPD dilsi dengan nomor kode Urusan Pemerintahan, nomor kode
Orgadas , nomor kode program diisi dengan kede program dan nomor kode
kegiatan diisi dengan kode kegiatan, nomor kode anggaran belanja diisi dengan
kade 5 serta nomor kode kelompok belanja langsung diisi dengan kode 2.

2  Provinsi/kabupaten/kota dilsi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

& Tahun anggaran dlisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4 Urusan Pemerintahan disi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah
dan nama wurusan pemeriniahan daerah yang dilaksanakan sesual dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.

&  Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama SKPD.
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Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama program dam
kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebnjakan yang bens
satu atau lebih kegiatan vang dilaksanakan atau Kkegiatan masvarakat yang
dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daersh untuk mencapai sasaran
dan tujuan kegiatan vang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran
Baris kelom kegiatan disi dengan kode kegiatan dan nama kegiatan vang akan
dilaksanakan.

Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan tahun
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/kelurahan atau kecamatan.

Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana kapitasi JKN vang
telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok. jenis,
obyek, rincian obyek belanja langsung.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obhvek dan rincian
obyek belanja langsung.

kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan
barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek vang
direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat,
ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan} diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, hargn.
Kolom © {ket. jumiah/volume} diisi dengan keterangan jumiah/volume seperti
orang per han (org/hr), orang per bulan {org/bln), orang per taihun (org/th),
buah per hari (bh/hr), unit per tahun {unit/th) dan sebagainva.

Kolorn 7 {jumlah} diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dan
harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumiahkan men jadi
jumiah rincian obyek belanja. Setiap jumiah rincian cbyek pada masing-
masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja
berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing- masing jenis belanja kemudian
dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari sehmih jenis
belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam
tormulir DPA-SKPD 2.2.1.

Rencana penankan dana belanja langsung setiap triwulan selamma tahun
anggaran yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN
diterimma setiap bulan dan digunakan langsung oleh FKTP.

Formulir DPA-SKPD 22.1 merupakan input data untuk menyusun formulir
DPA-SKPD dan formnulir DPA-SKPD 2.2

Formulir DPA-SKPD 2.21 dapart diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
Apabila Formulir DPA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman
diberi nomor urut halaman.

Tanggal, buian, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPD 2.2.1.

Formulic DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelgla Keuangan
Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yang
hersangkutan.




Lampiran ll - Peraturan Bupati Kuningan
Nomor c Je Tishin 2072
Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Keschatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FRTP) [ kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PENGANCGRATAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DI
MASING - MASING FASILITAS KESEIHATAN TINGKAT PERTAMA (FK TP

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENUNJURAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FAEILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FETP
D KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI KUNINGAN,

Memm bang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan
bendahara Dana Kapitasi JKN pade Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama

K TP

D. bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perls
menetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang Penunjukan Bendahara Dana
Kapitasi Jaminen Kesehatan Nasione! Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
di Kabupaten kuningan Tahun Anggaran .5

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang HKeuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabharaan Negara
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4355);

3y Undang-Undang Nomor i35 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan
Tanggungiawebh Keuangan Negara (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun
2004 Nomor &6, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4400);

4 Undang-lndang Nomor 32 Tahun 2004 itentang Pemenntahen Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 204 Nomor 125, Tambghan
Lembaran Negaru Republik Indonesie Noemor 3437) sehagaimana telah diubah
heberapa kali r=rakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahati Kedua Atas Undang-Undang Nomwor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerifitaban Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Taliun 2008 Nomor
5% Tamb@han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

tindangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun )04 Nomor 130, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4456);

& UndangUndang Nemor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2{KM Nomor 144);

7. UndangUndang Momor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosla) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3254)

8, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan Keuangen
Dacralt (Lembaren Negars Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
un 2010 No
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); i

0. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

1, Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebegaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2014 lenitang Pengelolaan dan Pemanisatan |
Dana Wapitasi Jaminan Kesehatan MNasional Pack Fasilites Kesehatan Tingkat Il
Pertama {LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..

Moemor |;

13. Peraturan Daerah Nomor Tahtun Lentar
] U =1 ¢ 175 5 TS g Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ; -

MEMUTUSK AN;

Menerapkan :

KESATU '+ Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama d&f Kabupaten Kuningan sebagamana
tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ind.

KEDH]a : Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud diktum KESATU |
melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, |
dan mempertanggungiawabkan dana kapitasi JKN sesual peraturan perundagg-
undangan.

|
KETIGA 3 Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. '

Plretapkan di ... |

BUFATI KUNINGAN,

L1 L, T TR g g W= F
L T o - Py e

angan Perwakilan.....q........;




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ..o :
NOMOR  : ... TAHUN ..o
TANGGAL { oo svivimeie s e
DAFTAR NAMANAMA BENDAHARA DANA KAPITAS| JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA {FK TP)
DI WILAYAH KABUPATEN ...oov... TAHUN ANGGARAN ...
| ; 11

NO, NAMA NIP NAMA FKTP KETERANGAN

l - &

2

a
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Lampiran [V : Peraturan Bupati Kuningan

Nomor (O Tisfron ol

Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jammnan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP} Di Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP . R
Bend&hara Dﬂﬂﬂ Kapitasi '—IKN: W Bl e o 0 R e e
NC TANGGAL NO, BURTT URAIAN PENDAPA TAN BELANJA RALDOD
|
1 2 5 C [ 5 6 T

Jumlah mampsi dengan bulan labs ]

1 Jumiah bulay o .
1 Jumlabsam g dingsn bulan e ... | ;
Mengeaahlkan,
Kepals FKTF ....... Bendahara Dana Eap!tam‘
. JHN,

R O T R S e O

- —
#hbddbr bR FRFbFbb b F bbb v b na kb a
H]P.-'-------a.-l-l

Tdhers g h AN

an dan |ngyal belans ates pemanfatan dana kapitam JKN-

kumen/ Surat Pertanggungiawaban Yang Sah (Bukti SPJ);

dan belanja atas dana kapites JKN:

ana kapites yang diterima df rekening ks bendahara dana kapitasiJKN:

) dana kapiasi yang dikeluarkan dari rekening kes bhendahara dana kapras

wmlah = dana kapitasi yang belum digunakan.




Lampiran V:Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 1o TAhwe 9224
Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

keschatan Nasional Pada Fasilitas Kemehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Di Kabupaten Kuningan

CONTCH FORMAT
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASL JKN PADA FKTP
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

llllll

Bersama mi kami laporkan realisasl ales penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan

o s Lera A ramans STESIIIT evees M eelwnl el neL schag;]]'
Derikut:
1 l JUMLAH JUMLAH - ‘
NO. URAIAN ANGOARAN SEALlaAg | SELISIH é KURANG
Rp) Rp) | (=Pl
Sakio Bulan lalu D D
Pendapatan
N Jumlsh i |
Belangm
1 | —_
] | [

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesvai dengan sasaran penggunaan vang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telab didukung oleh kelengkapan
dokumen vang sah sesual ketentuan yang beriaku dan bertanggungjawab atas
kebenarannya.

Dernikian laporan realisasi imi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1 [ ] , BAmEEal v, T,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll




Lampiran VI : Peraturan Bupati Kuningan

Nomor - 2 Tahan 22724

Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitas: Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Di Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor..............oe..s (1)
T NAMA FEKTP i esemre et e e e e (2)
PGl Lo ot ) o 1L O (3)
3 Nomor/ tanggal DPA-SKPLY ..ot avsiesiersrmrnorssestameneees (4)
I S T 1 v | v S .5}
Yang bertandatangan dibawah ini ..., (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah
diterima dan belanja yang wielah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananva
bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan

........................... (¥} tahun anggaran .............c..ccceeecvievveeeene.-... {B) dengan rincian scbagnt
berikut
B PENDAPATAN . BELANJA |
Kode Rekenin g | Jumlah Kode Rekening | Jumiah |
I
.............................. 40 Ot O | 3o [
Jimliah Pﬁndagatﬁn T [ rare | Jumlah Belania - -

Bukti-bukti pendapatan dan/atzu belanja di atas disimpan sesuai ketentuan vang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas,

Apabilz di kemudian hari terjadi kerugian daeral;, saya bersedia bertanggung jawab
| sepenuhnya atas kerugian daeragh dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan periundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan im dibuat dengan sebenarnya.




TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

(1) Dis{ dengan nomor SPTJ Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) di SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan;

(2] Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan;

(3) Dusi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan;

(4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
[(5) Diisi kede kegiatan;

(6] Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;

{7) Diisi dengan Bulan Berkenaan;

(8] Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;
(9 Disi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ
(10} Dausi Nama dan NP Kepala FKTP




Lampiran VIl : Peraturan Bupati Kuningan

Nomor : 12 ™hurn 2024
Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkar Pertama
(FKTP) Oi Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

SKPD DINAS KESEHATAN ... Ly

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FRKTP
Tanggal; ..... (02) Nomor: ..... (03]

Kepala SKPD Dinas Kesehatan ................cc...ee.e (04) memchon kepada;

Bendahara Umum Daerah selaicy PPRD

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN

se umlah 1 Saldo Awal........ R (OS]
2 Pendapatan RP cocvveeiivamrsirmssnicns {00))
3 Belanja 1o SR (07]
4. Saldo Akhir 3¢ R [O8)
Uniuk Bulan et man ey g 09 Tahun Anggaran......(1D]
I Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama FRTP :
I[ll] nmkhr - |-||H..:+ 2490 bhy o m— ---pr-.-'-.......;......,u-,---...,.“.“.- {12'
| Program, Kegiatan
XK o XMeeeowf13]) (|

| BELANJA )
R Kade Reliening | Jumia
—— h B
A(15) OO f |/ RD.oooooeveeann, [18)
i = — — — — [
. (18} '( Jumilah Belanija Rp........ S .{19)

(20) ..., tanggal sepertf diatas
Kepala SKPD Dinas Kesehatan ... (21}

-------------------------------------------




(01)
(02)
03]
(04)
(05)

(Q6)
(07)
(UB)
(09)
(10]
(11}

(12)

(13]

(14)
(19]
(16]
(17]
(18)
12)
(20)

{21)
(22)

TATA CARA PENGISIAN FORMAT 3SP3B FKTP

Diisi uraian nama SKPD kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
Diisi tanggal SP3B FKTP,

Diisi nomor SP3B FKTP,

Dusi nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;

Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus
untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil
dalam rangka pengaijuan SP3B FKTP;

Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;

Diis1 jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
Diisi periode bulan berkenaan;

Dhisi Tahun Anggaran berkenaan;

Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain: Nomor Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal
DPA-SKPD Dinas Kesehatan;

Disi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada
SKPD Dinas Kesehatan;

Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas
Kesehatan; xx xx

* Diisi kode kegiatan (dua

* digit] Diisi kode program
(dua digit)

Diisi kode rekening pendapatan;

Diisi jumlab nominal rupiah untuk kode rzkening pendapatan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;

Diisi kode rekening belanja;

Diisi juml ah noeminal rupiah untuk kode rekening belanja;

Diigj jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;

Diisi lokasi instansi penerbit SP38 FKTP dan tanggal penerbitan SP3B
FKTP;

Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
Diigi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

/BUPATIKBRINGAN,
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L.E;.mpiran VIl : Peraturan Bupati Kuningan

Nomor 0 l'il“b'-’h Qo2A

Tentang : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jeuminan
Kesehatan Nasiocnal Pada Fasilitas Kesehatan Tingkal Periame

(Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan

CONTOH FORMAT
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP

SURAT PENGESAHAN
PENCAPATAN DAN BELANJA [SP2B)
FK TP
Nama BUD;’[uuasa DI EMY - naannee o e ...[EI 5)
—| Tanggal.__ aoa ekl TR T T (O
Nomor SFPI3B FET'Puuinminn L [01)| Nomer. S PR TH Y P AP VgAY 1y 1o VT AR Y |7}
Tﬂﬂggﬂh L pee i T {ﬂzl Tahun Hnggur-‘an ------------ PEATTTYETT T lﬂﬂ:l
Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan...... ... weenn s (D)
Hﬂmﬂ FLLTP B e e e e e e 0 e 0 B0 l_ln'q']
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Saldo Awal Ep. ........... (D9] |
Pendapatan K. «.[10)
| Belanja =3 TR {11}
Saldo Akhir Rp............ (12)
1 A
- “-3}- bagag tﬂ.nggﬂ] e
.................... Y P T i T
H[P- -11:—-.{.--—[16]--- snndndmemam




& B =

g8 3

10
11
12
13
14
15
16

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP

Diisi dengan nomor SP3B FKTP:
Diisi dengan tanggal SP3R FKTP:

Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan;

Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan
yang bersangkutan:

Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP2B} FKTP;

DHist dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;

Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;

Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
Dnst dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP:
Misi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTp;
Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;
Diisi dengan nama Kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP:
Diisi dengan nama Jabatan {(BUD/Kuasa BUDj;

Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD;

Diisi NIP BUD/Kuasa BUD vang bersangkutan.




